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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang upaya 
hukum dan yang dapat dilakukan oleh RCTI dan MNC Sky Vision 
(INDOVISION) dan tanggung jawab dari pelaku usaha yang 
mengkomersialkan (nonton bareng) siaran Euro 2012 tanpa izin atas Media 
Right dan Official Broadcasters Euro 2012 di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan di Ibukota Jakarta, adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT. Nonton-Bareng, 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Komisi Penyiaran 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan, berupa 
pengambilan data dan wawancara dengan para staf dan pejabat instansi 
terkait. Penelitian kedua melalui hasil penelitian kepustakaan berupa literatur, 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian di 
lapangan diolah dan dipaparkan secara deskriptif dan argumentatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak tempat komersial yang di 
sidak, namun belum ada yang diselesaikan melalui jalur hukum. Tetapi upaya 
hukum yang dapat dilakukan RCTI dan Indovision adalah dengan mengajukan 
permohonan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti kuat 
selaku pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Kemudian, mengajukan 
gugatan ganti rugi. Para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat 
menunjukkan tanggung jawabnya dengan membayar denda serta royalti atas 
keuntungan sepihak yang didapatkannya secara illegal. 
I. PENDAHULUAN 
Saat ini, lembaga penyiaran televisi sangat penting dalam memberikan 
informasi yang berkaitan dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. 
Televisi dianggap sebagai media yang paling tepat dalam menyampaikan 
berita dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hiburan, olahraga 
dll. Lembaga penyiaran salah satu bagian dari media komunikasi, tidak begitu 
saja dapat menyiarkan program yang akan ditayangkan kepada masyarakat, 
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dalam konteks penggunaan hak siarnya.
1
 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa setiap mata acara yang 
disiarkan wajib memiliki hak siar. Dalam penayangan acara siaran, lembaga 
penyiaran harus mencantumkan hak siarnya. Dalam Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) lembaga penyiaran berhak untuk membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan karya siarnya. 
Pemegang hak ingin memonopoli hak siar dan memperoleh manfaat 
ekonomi atau insentif semaksimal mungkin sebagai imbalan atau kompensasi 
atas jerih payah dan biaya yang telah dikeluarkannya. Namun, disisi lain, 
pengguna atau user ingin memaksimalkan manfaat hak ekonomis dari 
kekayaan intelektual tersebut tanpa batasan-batasan yuridis. Misalnya, 
pengguna bebas mengubah suatu lagu dan memperbanyaknya untuk dijual 
kembali tanpa rasa was-was bahwa tindakannya tersebut telah dianggap 
melanggar HKI, dalam hal ini Hak cipta.
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Beberapa waktu lalu melalui lembaga penyiaran televisi swasta PT. 
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selaku pemegang lisensi Media 
Right dan Official Broadcaster perhelatan akbar sepakbola, Euro 2012. RCTI 
dan MNC Sky Vision (INDOVISION) selaku pemegang lisensi harus 
membayar imbalan (royalti) dalam jumlah besar kepada pihak UEFA untuk 
dapat mendapatkan lisensi menyiarkan perhelatan akbar sepakbola Eropa 
tersebut, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian lisensi. 
Dalam perjanjian lisensi kegiatan UEFA EURO 2012 menyatakan 
bahwa: 
“Hanya RCTI dan INDOVISION (PT. MNC Sky Vision) sebagai  pemegang 
eksklusif lisensi Media Rights dan Official Broadcaster dari UEFA EURO 
2012 di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Media Rights 
Agreement antara Union Des Associations Europeennes De Footbal (UEFA), 
RCTI dan INDOVISION.” 
Dalam perjanjian tersebut juga melarang: 
“Pihak lain selain dari pihak yang ditunjuk oleh RCTI dan INDOVISION 
tersebut, dilarang menyiarkan dan/atau meredistribusikan siaran UEFA 
EURO 2012 dengan cara-cara yang bertentangan dengan hak-hak RCTI dan 
INDOVISION maupun hak dari pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh RCTI 
dan INDOVISION tersebut serta ketentuan UEFA dan ketentuan hukum yang 
berlaku.” 
Berdasarkan perjanjian lisensi dimaksud, RCTI dan MNC Sky Vision 
selaku pemegang lisensi EURO 2012 satu-satunya, berhak atas komersialisi 
siaran UEFA EURO 2012, dan pihak lain yang ingin mengkomersialkan 
siaran UEFA EURO 2012 dengan tujuan untuk mengambil keuntungan atas 
siaran tersebut harus mendapatkan izin terlebih dulu kepada pemegang lisensi 
dalam hal ini RCTI dan MNC Sky Vision (INDOVISION). Setiap pihak yang 
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melanggar ketentuan nonton bareng pertandingan UEFA EURO 2012, RCTI 
dan/atau INDOVISION dapat melakukan upaya hukum kepada pihak 
manapun yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hak RCTI dan/atau 
INDOVISION baik secara perdata maupun pidana. 
Bagi tempat komersial seperti café, restoran, hotel, rumah makan yang 
ingin mengadakan tempat nonton bareng UEFA EURO 2012 seharusnya 
melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan Panitia Nonton Bareng yang 
terdiri dari RCTI, INDOVISION dan PT. NONBAR. Apabila ada tempat 
komersial yang yang mengadakan nonton bareng tanpa seizin panitia, maka 
dianggap ilegal dan melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam 
perjanjian lisensi. Namun, pada kenyataannya banyak pihak lain dalam hal ini 
tempat komersial, yang tidak melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan 
RCTI, INDOVISION dan PT. NONBAR tetapi tetap mengadakan nonton 
bareng dengan cara yang bertentangan dengan hak-hak RCTI dan 
INDOVISION. Oleh karena itu, RCTI selaku pemegang lisensi Media Right 
dan Official Broadcaster EURO 2012 di Indonesia berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum atas komersialisasi oleh pihak lain tanpa izin. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) 
Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya 
atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan “hak 
untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara 
sah. 
Pada dasarnya, makna hak cipta juga berbeda dari makna hak-hak 
kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, yang memberikan semacam 
hak monopoli atas penggunaan suatu karya atau penemuan, karena hak cipta 
bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak 
untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan.
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Menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang 
dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan 
bagi pemilik ciptaan atau pemegang hak cipta sehingga tidak ada pihak lain 
yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan yang 
dimaksud dengan pemegang hak adalah subjek hukum yang oleh undang-
undang ditunjuk sebagai pihak yang berhak melaksanakan hak eksklusif hak 
cipta, seperti : Pencipta; Pihak lain yang disebut sebagai pemegang hak cipta 
yang terjadi karena peralihan hak cipta dengan cara jual beli, pewarisan, hibah 
atau wasiat; Pemegang hak cipta berdasarkan perjanjian lisensi; Pemegang 
hak berdasarkan undang-undang, misalnya karena hubungan kedinasan atau 
hubungan kerja; Negara selaku pemegang hak cipta atas ciptaan tak bertuan; 
Penerbit atau perusahaan rekaman; Pemegang hak cipta berdasarkan suatu 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
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Esensi (Erlangga Group), Jakarta, hal.14 
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Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara 
otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan 
dikatakan telah berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat 
mata atau dapat didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah 
memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tersebut tanpa melalui proses 
pendaftaran hak secara formal. Hak eksklusif adalah hak dari pemegang hak 
cipta untuk memperbanyak ciptaan. 
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta secara 
terperinci disebutkan kegiatan apa saja yang termasuk dalam perbuatan 
mengumumkan dan memperbanyak, yaitu : menerjemahkan, mengadaptasi, 
mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, 
mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, 





B. HAK TERKAIT (Neighboring Rights) 
 
Hak terkait merupakan hak yang senantiasa timbul dari ciptaan yang 
berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan 
perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh 
hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya 
yang telah beralih wujud menjadi suatu ciptaan yang baru.
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Undang-Undang Hak Cipta secara tegas memilah pengaturan antara 
hak cipta dan hak terkait. Hak terkait di atur di dalam Pasal 1 ayat (9) 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan : 
“Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak cipta, yaitu hak eksklusif 
bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi 
Produser Rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga 
Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya 
siarannya.” 
Subjek hukum dari hak terkait jelas tertulis di dalam Pasal 1 ayat 10, 
11, 12 Undang-Undang Hak Cipta bahwa: 
Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang 
menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, 
menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, 
drama, tari, sastra,  folklor, atau karya seni lainnya. 
Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali 
merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara 
atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun 
perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. 
Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk 
badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan 
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5 Ibid hal.72 
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menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem 
elektromagnetik. 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
khusus mengatur hak eksklusif dari subjek hukum hak terkait, yaitu sebagai 
berikut :  
Pasal 49 ayat (1): Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau 
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, 
atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 
Pasal 49 ayat (2): Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk 
memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 
memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman 
bunyi. 
Pasal 49 ayat (3): Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk 
memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 
membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya 
melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system 
elektromagnetik lain. 
Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta 
disebutkan bahwa perbuatan menyiarkan meliputi perbuatan : Menyewakan; 
Melakukan pertunjukan umum (public performance); Mengomunikasikan 
pertunjukan langsung (live performance); dan Mengomunikasikan secara 
interaktif suatu karya rekaman. 
Pengertian sederhana dari Hak Ekonomi (economic rights) dan Hak 
Moral (moral rights). Pengertian sederhana dari hak ekonomi adalah hak 
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait.
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Secara lebih konkrit, Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atas 
ciptaannya yang berlaku dalam jangka waktu terbatas untuk memperbanyak 
atau mengumumkan ciptaannya tersebut pada publik yang terwujud dalam 
perolehan penghargaan (award) dalam bentuk royalti. 
C. PERJANJIAN 
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara 
dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan 
suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, 
perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji 
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
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Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) 
merumuskan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih. Rumusan yang diberikan tersebut hendak menjelaskan, bahwa suatu 
perjanjian adalah: Suatu perbuatan; Antara sekurang-kurangnya dua orang 
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 Iswi Hariyani, 2010. Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. 
PT. Pustaka Yustisia: Yogyakarta. Hal. 61. 
7 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian. Internasa. Jakarta. Hal. 1 
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(jadi dapat lebih dari dua orang); Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di 
antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. 
Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa 
perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam 




D. PERJANJIAN LISENSI 
Lisensi dalam pengertian umum dapat diartikan memberi izin. 
Pemberian lisensi dapat dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan 
pihak yang menerima lisensi, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. 
Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang 
menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.
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Pendapat lain yang melengkapi pernyataan diatas menjelaskan bahwa 
lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian 
tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam 




Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
cipta menjelaskan pengertian lisensi secara hukum. 
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau 
Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan 
dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya 
dengan persyaratan tertentu. 
Salah satu bentuk hak eksklusif dari pemegang hak cipta dan hak 
terkait adalah mengizinkan pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya 
atas suatu ciptaan.
11
 Perjanjian lisensi secara hukum juga merupakan salah 
satu bentuk pengalihan hak cipta dan hak terkait.  
Sedangkan pengertian umum dari lisensi menurut Konigsberg adalah 
pemberian izin untuk melakukan apa yang dilarang atau dibatasi, yaitu: 
“A licence may be generally defined as a permission to do what is 
otherwise restricted, prohibited or illegal.” 
Dalam terjemahan Bahasa Indonesia diartikan bahwa, suatu lisensi 
dapat didefinisikan secara umum sebagai izin untuk menggunakan, membatasi 
dan melarang untuk melakukan sesuatu. Maka, berdasarkan pengertian diatas 
suatu perjanjian lisensi tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan hak, 
tetapi hanya merupakan suatu persetujuan pemberian izin untuk melaksanakan 
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III. METODE PENELITIAN 
Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis menentukan lokasi 
penelitian di Ibukota Jakarta dengan pertimbangan bahwa Ibukota Jakarta erat 
kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, dengan mengambil data pada : 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat; PT. Rajawali Citra Televisi 
Indonesia; PT. Nonbar Pusat; Direktorat Jenderal HKI Indonesia. 
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini 
adalah sebagai berikut: (1) Data Primer. Data ini diperoleh dari penelitian 
lapangan, berupa wawancara langsung pada pegawai atau pihak-pihak yang 
terkait dan relevan dengan permasalahan yang dirumuskan. (2) Data 
Sekunder. Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa literatur, 
dokumen-dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu: 
(1) Library Research yaitu cara membaca dan menelusuri literatur-literatur 
yang berhubungan langsung dengan masalah sehubungan dengan lisensi hak 
siar EURO 2012. 
(2) Field Research yaitu mengadakan penelitian di lapangan secara langsung 
pada objek yang dituju, dengan mengambil data yang diperlukan. Dalam 
metode Field Research ini penulis memakai 2 cara, yaitu : metode interview 
dan dokumentasi. 
Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder 
telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai 
gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan 
secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan 
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. 
Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai 
jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Upaya yang dapat dilakukan RCTI dan INDOVISION jika ada pihak 
yang melakukan pelanggaran (nonton bareng tanpa izin) adalah : 
Upaya pencegahan atau upaya preventif yaitu suatu upaya untuk 
mengurangi terjadinya kegiatan nonton bareng tanpa izin yang dapat 
menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan 
untuk mencegah terjadinya tindakan tempat komersial yang melakukan 
nonton bareng secara tidak sah. Setelah diketahui faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana ini barulah bisa dilakukan upaya pencegahan yaitu salah satunya 
dengan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran 
dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai hak orang lain, karena 
mereka sudah membayar dalam jumlah besar untuk mendapatkan lisensi 
tersebut. Sehingga dengan tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat 
diharapkan akan mampu mengurangi tindak pidana ini. Sasaran kegiatan ini 
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antara lain tempat-tempat komersial yang mengadakan nonton bareng, juga 
masyarakat pada umumnya. 
 
Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya 
tindakan nonton bareng tanpa izin. Dalam kaitan dengan perlindungan hukum 
terhadap lisensi hak siar maka kegiatan penegakan hukum ini merupakan 
kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan 
hukum yang baik tidak akan ada artinya. Upaya perlindungan ini berupa 
gugatan ke pengadilan niaga atau melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif 
penyelesaian sengketa untuk sengketa perdata, sedangkan tuntutan ke 
pengadilan negeri dengan melibatkan aparat penegakan hukum seperti polisi 
dan jaksa untuk sengketa pidananya.  
Untuk melakukan upaya preventif maka terlebih dahulu harus 
diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini agar bisa mencegahnya. 
Faktor penyebab ini bisa secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. 
Secara langsung penyebab orang melakukan tindak pidana ini yaitu adanya 
kesempatan untuk melakukan nonton bareng tanpa izin karena lemahnya 
pengawasan dan tidak efektifnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana. 
Sehingga tempat-tempat komersial dengan sengaja melakukan nonton bareng 
secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena tidak adanya 
sanksi yang tegas. Secara tidak langsung penyebab orang mengadakan nonton 
bareng tanpa izin pihak yang bersangkutan disebabkan oleh faktor lingkungan 
yang mendukung untuk dilakukannya kegiatan tersebut. Pengaruh faktor 
lingkungan ini misalnya karena meningkatnya jumlah pengunjung café 
(tempat komersial) untuk nonton bareng disaat perhelatan akbar EURO 2012. 
Pemanfaatan lisensi EURO 2012 untuk tujuan komersial tanpa meminta izin 
terlebih dahulu merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Cipta.  
 
Pelanggaran hak cipta dan hak terkait selain dapat dituntut secara 
pidana juga secara perdata ke pengadilan niaga di wilayah domisili hukum 
pelaku pelanggaran. Di samping itu, Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 65 
memberi peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hak 
cipta yang ada di antara mereka melalui jalur nonlitigasi, seperti melalui 
arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lainnya. Jenis-jenis gugatan 
yang diajukan sehubungan dengan pelanggaran hak cipta adalah jenis gugatan 
contentiosa, yaitu suatu gugatan yang mengandung sengketa di antara dua 
pihak atau lebih yang mengandung suatu tuntutan keperdataan. Adapun 
sengketa, yang dimaksud bisa berupa perbuatan melawan hukum karena 
melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, sengketa yang berhubungan 
dengan perjanjian lisensi atas hak cipta. 
Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur juga beberapa bentuk 
gugatan keperdataan di bidang hak cipta, yaitu gugatan pembatalan 
pendaftaran hak cipta yang diatur dalam Pasal 42, gugatan pelanggaran hak 
moral yang diatur dalam Pasal 55 dan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak 
cipta yang diatur dalam Pasal 56. Di samping itu, dalam Pasal 56 ayat (3) dan 
Pasal 67 pun telah diatur upaya hukum untuk mencegah berlangsungnya 
kegiatan pelanggaran hak cipta dengan mengajukan suatu permohonan ke 
pengadilan niaga. 
Jenis gugatan yang dapat diajukan sehubungan dengan sengketa 
perjanjian lisensi EURO 2012 adalah gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi 
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atas perbuatan pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 56 dan 58 Undang-
Undang Hak Cipta. 
Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam 
gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut: (1) Ganti rugi sejumlah uang sebagai 
kompensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. (2) 
Penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak 
oleh tergugat. (3) Memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atau 
sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan pelanggaran 
hak cipta. (4) Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan 
provisi/penetapan sementara yang memerintahkan tergugat untuk 
menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan barang yang 
merupakan hasil pelanggaran hak cipta. 
Mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha yang mengkomersialkan 
siaran EURO 2012 tanpa izin pemegang lisensi EURO 2012 (RCTI dan 
INDOVISION, dalam wawancara penulis dengan Ibu Fatiyah selaku HRD di 
PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang mengatakan bahwa RCTI 
dan INDOVISION sudah membayar mahal untuk mendapatkan lisensi Piala 
Eropa 2012, tentulah bagi siapapun yang hendak menayangkan acara tersebut 
untuk kepentingan bisnis harus mendaftar secara resmi dan membayar hak 
siarnya. Apabila ada tempat komersial yang ketahuan melakukan nonton 
bareng tanpa izin, RCTI, INDOVISION dan PT. NONBAR berhak melakukan 
penyidakan, menurut wawancara dengan Bapak Yulius. PT. NONBAR sejak 
piala dunia 2010 telah melakukan penyusuran ke berbagai café, resto, lounge, 
dan tempat komersial lainnya untuk menyusuri tempat komersial yang 
melakukan kegiatan nonton bareng tanpa izin. Apabila terdapat kegiatan 
nonton bareng tanpa izin, café atau tempat komersial bersangkutan akan 
mendapatkan sanksi pidana maupun perdata. Namun, café atau tempat 
komersial tersebut juga dapat “diputihkan” tetapi harus membuat surat 
pernyataan bersedia membayar ganti rugi kepada pihak RCTI dan 
INDOVISION, membayar denda dan royalti sebagai ganti rugi atas 
keuntungan yang didapatkan secara illegal. Contohnya: Inul Vista. Inul Vista 
harus membuat suatu kesepakatan untuk membayar denda serta royalti kepada 
pemegang lisensi Euro 2012 sebagai bentuk tanggung jawabnya, apabila tidak 
ingin menyelesaikan perkara ini melalui jalur hukum. 
 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Upaya yang dapat dilakukan RCTI dan INDOVISION jika ada 
pihak yang melakukan pelanggaran adalah dengan mengajukan 
permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan 
menunjukkan bukti – bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti 
adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk 
mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, menyimpan bukti 
yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait 
tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti. 
Upaya selanjutnya adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi 
ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta 
penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil 
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perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, 
Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan 
kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang 
yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Upaya penyelesaian 
sengketa hak cipta dapat juga diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, 
seperti negoisasi, arbitrase, mediasi, ataupun konsiliasi (Pasal 50 
dan 65 Undang-Undang Hak Cipta). 
2. Tanggung jawab pelaku usaha yang mengkomersialkan (nonton 
bareng) siaran Euro 2012 tanpa izin pemegang lisensi Media Right 
dan Official Broadcaster Euro 2012 di Indonesia, ialah harus 
membuat surat pernyataan bersedia membayar ganti rugi kepada 
pihak RCTI dan INDOVISION, membayar denda dan royalti 
sebagai ganti rugi atas keuntungan yang didapatkan secara illegal. 
 
B. Saran 
1. Pihak RCTI, INDOVISION, maupun PT. NONBAR sebelumnya 
harus terlebih dahulu mencatatkan perjanjian Lisensinya di 
Direktorat Jenderal HKI agar mempunyai akibat hukum terhadap 
pihak ketiga. 
2. Setelah lisensi dicatatkan, sosialisasi mengenai lisensi hak siar 
harus lebih ditingkatkan lagi. 
3. Tempat komersial seperti café, resto, lounge, hotel, dsb agar lebih 
memahami batasan-batasan haknya. Dan untuk tempat komersial 
yang sudah mendapat teguran sebaiknya memperhatikan setiap 
Undang-Undang yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran lagi. 
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